WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/ 565 /HK/2009
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT

Menimbang :

Mengingat :

o

—

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian
operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam
kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;

bahwa dalam rangka reformasi ¢konomi serta meningkatkan tertib usaha
perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Walikota Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2009 Nomor 9);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3743);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;



Menetapkan :

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);

19. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kota adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.

Dinas Perindutrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan kota Denpasar.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari
satu baik yang discbut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,
pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.

9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintahan Dacrah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan  tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses
Jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal
yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri
untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk
pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.

11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang
berbentuk Perkulakan.

12. Pengelola jaringan Toko Modem adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen
dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya
yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.

13. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha dibidang mini market melalui satu kesatuan manajemen
dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
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14. Sistem jaringan reguler adalah sistem jaringan toko modemn dimana
perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan
melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.

15. Sistem jaringan waralaba adalah sistem jaringan toko modem dengan pola
waralaba

16. Sistem jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko
modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan
pemegang merk, melalui sistem jaringan reguler maupun sistem jaringan
waralaba.

17. ljin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, [jin Usaha Pusat Perbelanjaan
dan [jin Usaha Toke Modern yang selanjutnya disingkat TUP2T, TUPP,
dan [UTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Denpasar.

18. Pejabat Penerbit ljin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), fjin
Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin Usaha Toko Modem (IUTM),
yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Perijinan.

BABII

PERIJINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Pasal 2
(1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh Ijin Usaha
Pengelolaan Pasar Tradisional (TUP2T), ljin Usaha Pusat Perbelanjaan
(TUPP) dan Ijin Usaha Toko Modern (TUTM).

(2) Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (TUP2T), [jin Usaha Pusat
Perbelanjaan (IUPP), ljin Usaha Toko Modern (IUTM) diperlakukan
sebagai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3
(1) Penandatangan ljin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), ljin
Usaha Pusat Perbelanjaan(IUPP), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan atas nama Walikota.
(2) Dalam rangka penandatanganan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mendapat persetujuan dari Walikota Denpasar.

Pasal 4

(1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama perusahaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang bersangkutan menjalankan
kegiatan usahanya,

(2) UP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi
usaha yang bersangkutan.

(3) Perusahaan yang telah memperoleh [UP2T, IUPP dan IUTM tidak
diwajibkan memperoleh SIUP.

(4) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modemn yang
melakukan  pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib
memperoleh TUP2T, TUPP dan IUTM baru.
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Pasal 5
Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melakukan
kerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar
Tradisional melalui pola kemitraan.
Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk
kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha dan penerimaan produk
yang didasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan,
memperkuat dan menguntungkan.
Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi.

BAB III

LOKASI, LUASAN, JARAK DAN KUOTA PENDIRAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 6

Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,

termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan

pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam

Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan

jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder di luar

kota/perkotaan

Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau
kolektor diluar kota/perkotaan; dan

b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di
dalam kota/perkotaan.

Supermarket dan Departemen Store :

a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam
kota/perkotaan.

Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk

sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan

(perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Luas lantai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada

kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m® (dua ratus

meter persegi).

Bagian Kedua
Luasan

Pasal 7
Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
a. Luas Jahan paling kurang 5000 m?,
b. Koefisien dasar bangunan paling kurang 50% dan paling banyak 75%;
¢. Koefisien lantai bangunan per unit paling kurang 25 m?;
d. Jumlah unit bangunan paling kurang 10 unit.



(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

a. Minimarket, kurang dari 400 m* (empat ratus meter per segi);

b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m? (empat ratus meter
per segi) sampai dengan 5.000 m? ( lima ribu meter per segi);

c. Hypermarket, di atas 5.000 m? ( lima ribu meter 1per segi);

d. Department Store dan Mall, di atas 400 m’ (empat ratus meter
persegi);

e. Perkulakan, di atas 5.000 m? (lima ribu meter per segi).

(3) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% adalah:
. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat
ratus meter persegi);
b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dengan luas lantai penjualan
kurang dari 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi); dan
¢. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2
(dua ribu meter persegi).

Pasal 8

(1) Pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan areal parkir, paling
sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat
untuk setiap 100 m? (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar
Tradisional

(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal
parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda
empat untuk setiap 60 m* (enam puluh meter per segi) luas lantai
penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modemn

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Jarak

Pasal 9

(1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem harus mempertimbangkan lokasi vang
harus dipenuhi :

a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan
Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;

b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;

¢. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan

e. Perkembangan pemukiman baru,

(2) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modemn  tidak
diperkenankan pada radius kurang dari 1 (satu) kilo meter dari Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modem yang sudah ada.

(3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem tidak diperkenankan
pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama.

(4) Minimarket berjarak 0,5 km dari Pasar Tradisional atau usaha sejenis
yang sudah ada yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri.

(5) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali
Minimarket) terhadap persimpangan jalan dan atau trafic ligth paling
kurang pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter.



Bagian keempat
Kuota

Pasal 10

(1) Kuota pendirian Minimarket dengan sistem jaringan reguler, waralaba
dan operator mandiri pada setiap kecamatan dengan perbandingan : 1
(satu) sistem jaringan reguler , 2 (dua) sistem jaringan waralaba dan 4
(empat) sistem jaringan operator mandiri, untuk setiap merk
usaha jaringan,

(2) Pendirian Minimarket selain dengan sistem jaringan, tidak dikenai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL (IUP2T), ITIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (TUPP)
DAN IJIN USAHA TOKO MODERN

Pasal 11

(1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota
Denpasar Cq. Kepala Dinas Perijinan.

(2) Permohonan IUP2T, TUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengisi Surat Permohonan [UP2T, IUPP dan IUTM dengan
menggunakan Formulir Model PM1 sebagaimana dimaksud dalam
lampiran I Keputusan ini.

Pasal 12

(1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat
Permohonan TUP2T, [UPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas
Perijinan menerbitkan IUP2T, IUPP, dan TUTM

(2) Apabila Surat,Permintaan IUP2T, TUPP dan IUTM serta dokumen belum
lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, TUPP, IUTM,
Dinas Perijinan Kota Denpasar wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang
bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu
tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka
Dinas Perijinan menolak permintaan untuk memperoleh TUP2T,
IUPP,JUTM.

(4) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh TUP2T
dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, TUPP,IUTM Baru

Pasal 13

(1) Apabila TUP2T, JUPP,IUTM yang telah diperoleh Perusahaan rusak tidak
terbaca atau hilang, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada
Dinas Perijinan Kota Denpasar

(2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP,JUTM yang rusak atau tidak
terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
ketentuan sebagai berikut:



a. Melampirkan [UP2T, TUPP,IUTM asli yang rusak, atau yang tidak
terbaca;
b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.

(3) Sclambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya
permohonan penggantian TUP2T, TUPPIUTM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) maka Dinas Perijinan mengeluarkan TUP2T, TUPP IUTM
sebagai pengganti dan IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak atau tidak
terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BABV
KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 14
(1) Jam Kerja TokoModern kecuali Mini Market ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul mulai pukul 10.00 s/d
22.00 waktu setempat;
b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 s/d 23.00 waktu setempat

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya
dapat ditetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas
seijin Walikota cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 15
Pelaksanaan pemberian IUP2T, TUPP dan TUTM sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan ini tidak dikenakan pungutan apapun.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16
Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang
telah memperoleh TUP2T, TUPP, IUTM wajib menyampaikan laporan
kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali masing-masing
selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan
tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 17
Perusahaan Pasar Modern wajib menyampaikan tembusan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Bali.

Pasal 18
(1) Pengawasan teknis pelaksanaan TUP2T, TUPP dan IUTM dilakukan oleh
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan disampaikan kepada Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Bali.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19
(1) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang

telah memperoleh [UP2T, IUPP, TUTM diberi peringatan tertulis apabila:

a. tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, atan

b. tidak melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
atau

c. tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, atau

d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun
pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan ,yang
bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak
Cipta, Paten atau Merek, atau

¢. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan [UP2T, [UPP dan
IUTM yang diperoleh, atau

f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu)
bulan oleh Dinas Perijinan.

Pasal 20

(1) TUP2T, IUPP, IUTM Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modem dibekukan apabila:

a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), atau

b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan
pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2) Selama TUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang
bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modem.

(3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, TUPP, IUTM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (a) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan [UP2T, [UPP, IUTM.

(4) Jangka waktu pembekuan IUP2T, [UPP, IUTM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (b) berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan
Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

(5) Pembekuan TUP2T, IUPP, IUTM dilakukan oleh Dinas Perijinan.

(6) IUP2T, IUPP, IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali
apabila Perusahaan yang bersangkutan:

a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan ini, atau

b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau
tidak melakukan tidak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 21

(1) TUP2T, IUPP, TUTM dapat dicabut apabila:

a. TUP2T, IUPP, IUTM diperoleh berdasarkan keterangan/data yang
tidak benar atau palsu.

b. Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam
Keputusan ini setelah melampaui batas waktu pembekuan.

(2) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang
bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana
oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan oleh Dinas Perijinan.

(4) Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut TUP2T, [UPP, IUTM nya
dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh [UP2T, TUPP, [UTM
baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan
diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Pasal 22
Setiap perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
vang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem atau menutup Perusahaan wajib melaporkan
atas penutupan usahanya kepada Dinas Perijinan disertai pengembalian
TUP2T, TUPP dan TUTM asli. '

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
(1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah
operasional dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya
Keputusan ini wajib mengajukan [UP2T, IUPP, TUTM selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Keputusan ini.
(2) Permohonan IUP2T, IUPP, [UTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 24
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang sudah selesai
dibangun tetapi belum operasional sebelum ditetapkannya Keputusan ini,
apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh
[UP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 25

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam
proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dari Pemerintah
Daerah serta belum mulai dibangun sebelum ditetapkannya Keputusan ini
wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9).



Pasal 26
Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang
telah opersional namun belum memiliki [UP2T, TUPP, IUTM wajib
mengajukan permohonan ljin Pemutihan TUP2T, IUPP, [UTM dengan
ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2009
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 Agustus 2009
NOMOR  : 188.45/565 /HK/2009

Model PM1

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

M/ATTIVATA RAMMAT 0O T ATTLTRD AasJIVIWVIN Y LATIUIN ZUUY  LId

PENATAAN DAN PEMBINAAN
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAANM
TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN
IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP),
LJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (TUP2T)

Oleh Penanggung Jawab
Perusahaan (Direksi)
Nomor s Tahu
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan ljin Usaha Yth. Kepala Dinas Peri
Pusat Perbelanjaan (IUPP), ljin Usaha Kota Denpasar
Pengelolaan Pasar Tradisional (TUP2T) di-

Denpasar

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan [UPP,
(baru, hilang, rusak) *) di Kota Denpasar
Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

[. Ketentuan Umum
A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :
1. Pemohon :
a. Nama Lengkap pemohon

(penanggung jawab perusahaan
/Direksi) ¥ ropsrossaracssssmasetbonctnbesabssarsisaibrinssiia
b. Alamat rumah 1|
Kelurahan b anieiianidinessmssa iy oo pipsedinang sbhbem
Kecamatan ¥ wsnrsessesetsssremansaduionisaiasionuiRinnnins iy
¢. Telepon/Faximile :
2. Perusahaan :
a. Nama Perusahaan S reenrenerespAYE R SRSy OO RN A A S
b. Alamat Lengkap R S N
c. Telepon/Fax D evsernksdainsnasisistimatnain st iiinesidinad
d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT, CV, Firma, Koperasi, Yaya
e. Perusahaan Dalam Rangka : - PMDN

- PMA
- Non PMDN/Non PMA
f. Nama Notaris dan Nomor
Pendirian Perusahaan
g. Kegiatan Usaha Pokok
(Sebutkan sesuai dalam Akte
Pendirian Perusahaan)

....................................................

...................................................




Keterangan Bangunan Toko (TUPP, IUP2T) *)

1. Alamat lokasi e
3. Luas Bangunan D Loseseensessennasyinrats eI AAN AV SRS SRRERA
4. Surat Ijin Lokasi Nomor B
5. Surat Ijin Prinsip Nomor TR AN A AN LAV R ookt
6. Surat ljin Undang-undang

Gangguan (HO) Nomor
7. Surat Ijin Mendinkan

Bangunan Nomor VAo TIertssasinsassaseasastasasnensrassetensaerasanazs
8. Surat Peruntukan Lahan Hak

Guna Bangunan (HGB) NOIOT oo seseessesst s saesean

dan Badan Pertanahan Nasional
9. Luas Gudang SOOI : o
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
a. Pendingin ruang (AC) s Ya/Tidak *) .. buah

b. Eskalator/tangga berjalan

Dengan tenaga mesin  Ya/Tidak *).....ccooceevneneeeee.. buah
c. Lift D YaTidak *) .o buah
d. Lain-lain jumlah Kios/

I1. Nilai Investasi :
A. Modal Tetap :

1. Tanah S R 5560 irbtnn sz memaraymerme Ao RN S RAYRIFYSRESECESED

3. Mesin/Peralatan SRPL cmnsesiinssssssssis A N

4. LainfIain: ...c.iiiamesiemsni LR s

B. Modal Kerja : TRP.

Sumber Modal :

1. Modal Sendiri SRP: voisissiercia

2. Pinjaman EIRP semusmrnssess cesomessves s sansmmmmetin bR ResgE

3. —Bank Dalam Negeri 1 NamMa  : .oooiimiiireececvieenee e ssesson,
AURIUY 5 oot gt ssinsssss siibems s agasssarsstoss o sapmasass

—Bank Luar Negeri  © NaMa oo

Alamat

....................................................................

Ill. Keterangan Lain :
Dokumen yang dilampirkan

=g e

Bo e

KTP

Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum

Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)

Surat Ijin Prinsip Usaha dan atau Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat yang
telah disahkan.

Surat Ijin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)

Surat [jin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

Surat [jin Undang-undang Gangguan (HO)

Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah
disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi.



j. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL dari instansi teknis terkait.
k. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
l. Surat Pernyataan menjalankan kemitraan.

Permohonan ljin Karena rusak : dilampini sertifikat yang telah rusak.

Permohonan ljin karena hilang : dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian
Legalisir : dilampiri KTP dan ijin ashi.

TDP : dilampiri KTP dan ijin asli

Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan
apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 28 Agustus 2008

NOMOR  : 188.45/ 565 /HK/2009

TENTANG : PETUNJUK  PELAKSANAAN  PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN DAN  PEMBINAAN  PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN
IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
(Mini Market, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, Hypermarket, Departemet Store,
Mall, Perkulakan *)

Oleh Penanggung Jawab
Perusahaan (Direksi)

Nomor : e Tahun ..........
Lampiran @ Kepadg _
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Yth. Kepala Dinas Perijinan
Toko Modem (IUTM) Kota Denpasar
di-
Denpasar

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan [UTM.
( baru, hilang, rusak ) *) di Kota Denpasar
Dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :
. Ketentuan Umum
A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :
1. Pemohon :

a. Nama Lengkap pemohon
(penanggung jawab perusahaan
/Direksi) D Saiadseios bR AN s sogdSA e s sa NG et
b. Alamat rumah i | [
Kelurah@n e
Kecamatan i Tl e X DALPE LY ST
¢ TeleponFadmile 3@ facicsiusin i
2. Perusahaan :
Nama Perusahaan T e
Alamat Lengkap -
TeleponFax
Bentuk Hukum Perusahaan PT CV, Firma, Koperasi, Yayasan *)
Perusahaan Dalam Rangka . - PMDN
- PMA
- Non PMDN/Non PMA

oo o

f. Nama Notaris dan Nomor
Pendirian Perusahaan

g. Kegiatan Usaha Pokok
(Sebutkan sesuai dalam Akte
Pendirian Perusahaan)

h. Sistem Pengelolaan Usaha
(Reguler/Waralaba/Operator MandmfNon J armgan ")

.............................................................

.............................................................

............................................................



B. Keterangan Bangunan Toko (ITUTM)

. Alamat lokasi
2. LuasTanah e
3. Luas Bangunan e,
4. Surat [jin Lokasi NOmMOr & i
5. Surat [jin Prinsip Nomor
6. Surat Jjin Undang-undang
Gangguan (HO) Nomor — t oo
7. Surat ljin Mendirikan
Bangunan Nomor L
8. Surat Peruntukan Lahan Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor @ ... dan
Badan
Pertanahan Nasional
9. Luas Gudang R M
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
a. Pendingin ruang (AC) D YaTidak *) v, buah
b. Eskalator/tangga berjalan
Dengan tenaga mesin Ya/Tidak *) .o, buah
c. Lift YR ®)cniniini i buah
d. Lain-lain jumlah Kios/
Ruangan untuk pedagang ... buah
II. Nilai Investasi :
A. Modal Tetap :
1. Tanah D oo caaisiocents o ssaas b 56556554855 Nomonneaseasesaen
2. Bangunan/Gedung :Rp. ....
3. Mesin/Peralatan E I iteiassinivs. ioivusanmsorspnsasor mevrsasossoonemoniiosiine
4. Lainflain: .......ocooecorirernninna, S RP svicomssaininensioimisss st aoseotresoomsmmnsons
B. Modal Kerja
URP csiticaiussiabsdss s ssiisaont T iommenrsmss et iammerepasenspnes Sumber Modal
I. Modal Sendiri EIRPE Sesisiinitisassvmeinannssanneasavermsmmssontrseranasiiiieic
2. Pinjaman :Rp.
3. —Bank Dalam Negeri : Nama : .......
ALBMAL e e
—Bank Luar Negeri : Nama ..o
AlAMAL ¢ oo
I Keterangan Lain:
Dokumen yang dilampirkan
a, KTP '
b. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
¢. Rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning)
d. Surat ljin Prinsip Usaha dan atau Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat yang

telah disahkan (kecuali Mini Market cukup dengan

bukti sosialisasi kepada

masyarakat / dunia usaha di sekitar perusahaan dengan radius + 100 m dan

atau 20 orang)

Surat ljin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)



Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat ljin Tempat Usaha (SITU)
Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)
Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM yang telah
" disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (selain Mini Market).
j. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL dari instansi teknis terkait (selain
Mini Market).
k. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (bagi Mini Market)
l. Surat Pernyataan menjalankan kemitraan (bagi Mini Market)

= e o

Permohonan ljin Karena rusak : dilampiri sertifikat yang telah rusak.
Permohonan ljin karena hilang : dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian
Legalisir : dilampiri KTP dan ijin asli.

TDP : dilampiri KTP dan ijin asli

Demikian Surat Permohonan [jin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan
apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

---------------------------------------------------------

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.




